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Menimbang

Mengingat

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMORlIIIAHUN 2'21

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2021 tent€rlg Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Peraturar Bupatj tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serts Tata Kerja Badar
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purworejo;

l. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahur 1945;

2. Undarg-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarg
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr:n 2O14 Nomor 244, Tambahaa
L€,mbaran Republik Indonesia Nomor 5587) ,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undaag Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang - Cipq Kerja (I,€mbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tamtahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teniang
Perargkat _Daerah (L€mbaran Negara Repubt-f
Indonesia Tahun 2016 Nomor l14, tam'bahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aa7l.
sebagaimana telah diubah dengan peratur#
Pemerintah Nomor 72 Talrurr 2Ol9 tintang eerubah;
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 f"t u" ZOfOj:rlt""g.P"ryqk"t Dae_rah (L€mbaran trlegara Republiklnclonesra Tahun 2Ol9 Nomor l g{ tam^bahal
Lembaran Negara Republik Indonesia torilo, o+iiijl'*'
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Menetapkan

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Taiun
2OI9 tentang Klasifrkasi, Kodehkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembargunan darr Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 1447);

6. Peratura-n Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunar
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (I€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KEPEGAWA]AN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da]am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahar oleh pemerintah Daerah dan 6;warr perwakitan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi darr tugas pembantuan
d€ngan _prinsip otonomi seluas-luAsNya dalam siitem'dan prinsip
]legara K€satuan Repubtik Indonesia sebagaimana aimatsud dafarir

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3. Pemenntalr Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yalg memimpin- melaksanikair urusen

- Pemenntalan yarlg menjadi kewenalgan Daerah Otonom.
! Pup,ati adalah Bupati purworejo.
5. Badan Kepegawaian dan perigembangan Sumber Daya Manusia,yang selanjutnya disebut BKpSbM, adalah Badan Kepe'ea;an aanPengembangan Sumber Daya Manusia KabuDaten p" Ei"iob. K.epala. 

_Badan f"pgg3*d.I dan pengemLangan Sum6er Daya
5:jl^T,?.ry_C, :.]aniurnya disebut_Kepala BKPS-DM, adalai KepalaEaoan Kepegawaran dan pengembangan Sumber Daya MarusiaKabupaten purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BKPSDM.

" P:l*.P1" *BKP. 
SDI1 yang selanjutnya aieeUut Setretaris, adalahseKretarrs lJadan KeDeseweian dan pengembangan Sumber DayaMalusia Kabupaten pufuorelo.
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9. Kepala Bidang ada.lah Kepala Bidang pada BKPSDM.
10. Kepala Subbagian adalah Kepa.la Subbagian pada BKPSDM.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yarg diberikan

tugas dan ftmgsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dala-In suatu satuan keda sebagaimana diatur
dalam peratr.uan perundang-undangal tentang organisasi dan tata
ke{a instansi

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI adalah ur t
pelalsana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatar teknis
operasional da-n/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Badan.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala
UPT, adalah kepala unit ke{a pada BKPSDM yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dar/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Badan.

14. Aparatur Sipil Negara yarg selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
pe{anjian kerja yang bekerja pada instansi pemerinta}r.

15. Jabatan F\-rngsional Pegawai Negeri Sipil, yang seLanjutnya disebut
Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkal pada kea-hlian darl keterarnpi.lan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudtrkan

Pasa.l 2

(U BKPSDM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) BKPSDM dipimpin oleh Kepala BKPSDM.

Bagial Kedua
Tugas

Pasal 3

FKPSPM me mpuryai tugas membantu Bupati da.lam mel,al<sanakarr
Iungsi penurjang kepegawaian dan fungsi penunjalg pendidikan danpelatihan sesuai dengan kewenalgal - 

Daerah, " yang meliputipengadaan, pemberhentian, informasi iarr penilaian tiil.t? "f.r"t*,mutasi,. promosi dajr pengembangan 'tompetensi 'aStf 
"..t^pengem bangs, sumber daya manusia.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasa1 4

Dalam melakssrakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, BKPSDM menyelenggarakal fungsi:
a. p€mmusan kebijakan teknis bidang pengadaan, premberhentian,

informasi dan penilaia-n kinerja aparatur, mutasi, promosi dan
pengembangan kompetensi ASN dan pengembangan sumber daya
manusia;

b. pelaksanaan kebijalan teknis bidang pengadaan, pemberhentiar,
informasi dan penilaian kineda aparatur, mutasi, promosi dan
pengembangan kompetensi ASN dan pengembangalt sumhr daya
manusia;

c. pelaksalaan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan,
pemberhentian, informasi dan penilaian kineda aparatur, mutasi,
promosi dan pengembangal kompetensi ASN dan pengembangan
surnber daya manusia;

d. pelaksaaaaa, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM;dan

e. pelaksanaan tugas lain yarg diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagial Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BKPSDM, terdiri atas:
a. Kepala BKPSDM;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan penilaian

Kineda Aparatur;
d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN;
e. Bidarg Pengembanga-n Sumber Daya Manusia;
f. UPT; dan
g. Jabatar Fungsional.

(2) Bagar Organisasi BKPSDM sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

_tercgnlu]n dalam Lampiran yang merupakar Uagrar tiaak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepala BKPSDM

Pasal 6
Kepala BKPSDM sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM
sebagaimana dimaksud dalam Passl 3 dan Pasal 4.

Bagiar Ketiga
Sekretariat

Pasa.t 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BKPSDM.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi menyiapkar perumusan kebljalan
teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikal
dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan
BKPSDM.

Pasa.l I
Da.tam melal<sanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggaralan fungsi:
a. pengoordinasiarpenyiapan perumusalkebijakanteknis;
b. pengoordirasiar penyelenggal'aar tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan peLayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dao kepegawaian;dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencalaan dan Keuangal;dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaiar.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan Lertalggungjawab kepada Sek.re taris.
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Pasal 11

Subbagian Perencaraan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkar
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijsl<an teknis, melayari dan
mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keualgar
yang meliputi:
a. menyelenggarakan perencanaan, pengangga-ran, dal evaluasi

kinerja;
b. menyusur perjanjiaa kinerja;
c. menyelenggaralaa administrasi keuangan;dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melalsanakan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang umum da:r kepegawaial, yang
meliputi:
a. menyele nggarakan administrasi baralg milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
d. menye diaka.n jasa;
e. menyelenggarakan pemelihara-an barang milik daerah;
I menyelenggaralar administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakaa tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Pengadaan, Pemberhen tial, Informasi

Dan Penilaian Kinerja Aparatur

Pasal 13

(t) Bidarg Pengadaan, Pemberhentian, Informasi darr Penilaian Kinerja
Aparatur berkedudukan di bawah dan bertarggung jawab kepada
Kepala BKPSDM.

(2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan penilaian Kineia
Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dal penilaian Kinerja
Aparatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan
koordinasi, membina darl mengendalikan pelaksanaan tugas bidang
pengadaar, pemberhentian, informasi darr penilaian kinerji aparatur,
yang meliputi.pengadaan, pemberhentian dan informasi iepegawaian
ASN serta penilaian kinerja aparatur.
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Pasal 15

Dalafi melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 14,
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penitaian Kinerja
Aparatur menyelenggaral<an fungsi:
a. p€n5napan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendalian pelaksalaan tugas di bidang
pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;

b. penyiapan pemmusan bahan keb[jakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengenda-lian pelaksanaa:r tugas di bidang
peniLaian kine{a aparatur;dan

c. pelaksalaal tugas kedinasan lain yang diberikar oleh Kepala
BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasa] 16

(1) Susunan Orgarisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi
dan Penilaial Kinerja Aparatur, se bagaimana dimaksud da.lam
Pasal 5 Ayat (l) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsiona_I.

(2)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidarg Pengadaan, Pemberhentian, Informasi da:r
Penilaian Kinetja Aparatur, melalui penetapan sebagai Sub
Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur..

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengadaal, Pemberhentiaa Dan

Kepegawaian ASN;dar
b. Subkoordinator Penilaian Kineda Aparatur.

Pasal 17

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambalan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengetolaaa
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Informasi

Subkoordinator Pengadaan, Pemberhential Dan Informasi
Kepegawaian ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
dan melaksanaksn kebijakan teknis, serta melakul€r pembinaan di
bidang pengadaan, pemberhentian dal informasi kepegawaian ASN,
yang meliputi:
a. memmuskan bahan keb[jakan pengadaan ASN;
b. menrusun rencana kebutuhan, jenis dar jumlah jabatan untuk

pelaksanaar pengadaan ASN;
c, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan pNS darr pppK;
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d. melaksanakan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN;
e. merumuskan bahan kebijakan pemberhentian ASN;
f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi

pemberhentian;
g. melaksaaakan evaluasi pemberhentiar ASN.
h- memfasilitasi lembaga profesi ASN;
i. merumuskan ba-han kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN;
j. mengelola sistem informasi kepegawaian;
k mengelola data kepegawaian;
l. metaksanakan evaluasi data, informasi dan sistem informasi

kepegawaian;dan
m. melalsanakan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaial Kinerja
Aparatui sesuai dengan tugas jabatannya,

Pasal 18

Subkoordinator Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai tugas
menlapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,
serta melakukan pembinaan di bidang penilaian kinerja aparatur, yang
meliputi:
a. menyusun kebijakan peni-taian dan evaluasi kinerja aparatur;
b. melaksaaakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
c. melaksanakan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja

aParatur;
d. mengelola pemberian penghargaan bagi pegawai;
e. mengelola tanda jasa bagi pegawai;
f. melalsanakan evaluasi pelaksanaan pembcrian penghargaan dan

tanda jasa aparatur;
g. melaksanakan pembinaan disiplin ASN;
h. mengelola penyelesaian pelanggarar disiplin ASN;
i. melayani proses izin perceraian pegawai;
j. melaksanakan evaluasi disiplin ASN;dar
k. melaksalakal tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidaag Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan penilaian Kinerja
Aparatur sesuai dengal tugas jabatanya.

Bagian Kelima
Bidang Mutasi, Promosi Dan Pengembangan Kompetensi ASN

Pasa.l 19

(1) Bidang Mutasi, Promosi dan pengembangan Kompetensi ASN
berkedudukal di bawa_h dan berta-nggung lawab kepada Kepala
BKPSDM.

(2) Bidang Mutasi, promosi dan
dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pengembangan Kompetensi ASN
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Pasal 20

Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangal Kompetensi ASN
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan pennnusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi,
me mbina dan mengenda.likan pelaksanaan tugas bidang mutasi,
promosi dan pengembangan kompetensi ASN, yang meliputi mutasi
dar promosi serta pengembangan kompetensi ASN.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O,
Bidang Mutasi, Promosi darl Pengembangan Kompetensi ASN
menyelenggarakan fu ngsi:
a- penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendalial pelaksanaaJr tugas di bidang mutasi
dan promosi;

b. penyiapan perumusan bahan kebijalan teknis, pengoordinasiar,
pembinaan dart pengendalian pelaksarraan tugas di bidang
pengembangan kompetensi ASN;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikal oleh Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangar Surnber Daya Manusia
Kabupaten Puv,orejo sesuai dengan tugas darr fungsi.

Pas€) 22

(1) Susunan Organisasi Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan
Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d,
terdiri atas Jabata! Fungsiona.l.

(2) Jabatan Ft-rngsional sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengeloLaan
Kegiatan Bidang Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier
melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengal ruang
lingkup tugasnya dar bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangar Karier.

(3) Subkoordirator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Mutasi dan Promosi;dan
b. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi ASN;

(4) Sut Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )merupakanpejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksalaan
tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

pasa.l 23

Subkoordinator Mutasi dan promosi mempunyai tugas menyiapkanbahal perumusan dan melaksana.kan 'te5i.;af<an- t"L"i"] 
"".t"T"hlt3ry,p"*binaan^di bidang murasi dan p.o-o"i, y"rg'-.iip.lti,

a- mengelola mutasi ASN:
b. menge lola promosi ASN;
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c. mengelola kenaikan pangkat ASN;dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidarg Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN sesuai
dengan tugas jabatarnya.

Paad,24

Subkoordinator Pengembangar Kompetensi ASN mempunyai tugas
menyiapkan ba}tal perumusan dan melaksanakan kebijalan teknis,
serta melakulGn pembinaan di bidang pengembangan kompetensi ASN,
yang meliputi:
a. meningkatl€n kapasitas kinerja ASN;
b. mengelola assessment center;
c. rnengelola administrasi pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi

ASN;
d. mengelola pendidikan lanjutan ASN;
e. melaksanakan koordinasi dal kerjasama pelalsanaan pendidikar

dan latihar;
i memfasilitasi sertifikasi jabatar ASN;
g. melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan, dan sertihkasi

jabatan ASN;
h. menJrusun administrasi pendidikan dan pelatihan, dan sertifrkasi

jabatan fungsional;
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan

dan pelatiha-n jabatan fungsional;
j. memfasilitasi sertifrkasi fungsional ASN;
k melaksanakan evaluasi pendidikan dan pelatihan, dan sertlikasi

pejabat fi:ngsional;
l. melaksa-nakan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan

fungsional ASN;
m. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional ASN;
n. memfasilitasi pengembangan karir datam jabatan fungsional;
o. melaksanakan evaluasi pengembangan jabatan fungsional;dan
p. melaksalakal tugas kedinasa-n lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN sesuai
dengan tugas jabatarnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembalgan Sumber Daya Malusia

Pasa] 25

(1) Bidang Pengembangar Sumber Daya Manusia berkedudukan di
bawah dan bertarggung jawab kepada Kepala BKPSDM

(2) lidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala
Bidarg.
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Pasql 26

Bidang Pengembangan Sumber Daya Malusia mempunyai tugas
menyiapkar perumusqn kebijakan teknis, melaksanakin Iioordinisi,membina dan mengendalikan petaksaraan tugas bidal[
pengembangan kompetensi malajdriat dan fungJional serta
pengembangal kompetensi teknis.

PasaJ,27

Dglam melaksalekan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,
Bidang Pengembangan Sumber-Daya Manusia menyelenggarakai
fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasiar,

pembinaan dan pengendalian . pelal<sanaan nigas- di bidang
- pengembargan kompetensi manajerial dan fungsionfu;b. penyapan perumusan bahan kebijakan telaiis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengenda.lian peial<sanaan irigas- di bidanj
pengembalgan kompetensi teknis;danc. pelelsanaan tuRgs kedinasan_ lai! yang diberikan oleh Kepala
BKPSDM sesuai dengaa tugas dan funlsi. -

pasal 28

(1) Susunan Organisasi Bidang pengembangan Sumber Dava Manusia
sgbagairna-na dimalsud dalam pasal S Ayat (t) huruf f,-terdiri atas
Kelompok Jabatar Fungsional.

(2) Kelom-pok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordiriasi se-rtapengelolaan .kegiatan Bidang pengemba-igan Sumber Daya
Manusia, mela.lui penetapan sebagai Sribkoordi-nator sesuai denginnlang Engkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kep,"ala
Bidang Pe ngembangal Sumber Daya M-anusii.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:a. Subkoordinator Pengembalgan Kompetensi Manajerial darl
F\ngsional;dan

b. Subkoordinator Pengembanga.n Kompetensi Teknis.

(4) Subkoordinaror sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-
i:1119 giJ"Fl. oleh. pejabat fungsional ddngan j,injan.g'iekurang_
fura+Bpya a-rltr muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang
berada di bawal dan bertairggung jawab keiadi k"p"t" SiialrE
Pengem bangan Sumber Daya M-alu6ii.

pasal 29

1"^bj::ld-.,_l"l:. Pengembangan ltumpetensi Manajerial dan Fungsional
lllfnynya tugas menyiapkan ba}arr pemmusan dan melaksinalanKeorjaxan teknrs, serta melakuka.n pembinaan di bidangpengembargar ko.mpetensi marajerial dan fGgsionE vans-;eliouti:* ::T^yi_ \:!ija_kan teknis -dan 

rencana" 
".nid(."i 

-to*ftt 
""i,pengrrol€ran. kelembagaan, tenaga pengembartg kompetensi, iumbeioenJar, kerJasama, pengembangar kompetensi pimpinan' daeiJ,

Ja batan pimpinar tinggi;
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b. mengelola lembaga sertifrkasi penyelenggara pemerintahan dalam
negeri Daerah;

c. melaksanalan sertifikasi kompetensi di Lingkungar Pemerintah
Daerah;

d. mengelola kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan
sumber belajar;

e. melaksanakan kedasama antar lembaga;
f. men]rusun standar perangkat pembclajaran pemerintahan Dalam

Negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan
fungsional;

g. menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi pimpinan
daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional,
kepe mimpinan, dan prqiabatar;

h, melaksanakan pembinaajr, pengoordinasiar, Iasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan
kelembagaan dan tenaga pengembarg kompetensi, pengelolaan
sumber belajar, dan kerj asama;dan

i. melaksanaka.n tugas kedinasaa lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembalgan Sumber Daya Marusia sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 3O

Subkoordinator Pengembanga-n Kompetensi Tekrris mempunyai tugas
menyiapkar bahar perumusan dan melaksanakan kebijakal teknis,
serta melakukan pembinaan di bidarg pengembangan kompetensi
teknis, yang meliputi:
a- menlrusun kebijalan teknis dan rencana pengembangan

kompetensi teknis umum, inti, dan pilihar bagi jabatan
administrasi penyelenggara urusan pemertrtahan konkuren,
perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintalral umum;

b. men5rusun standar prerangkat pembelajaran pemerintahan dalam
negeri kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan
administrasi penyelenggara urusan pemerintahal konkuren,
perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintah umum;

c. menyelenggarakan pengembalgan kompetensi teknis umum, inti,
darl pilihar bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan
pemerintahan konkuren, pera.ngkat daerah penunjang, dan urusan
pemerintah umum;

d. melaksana-kal Pembinaan, pengoordinasian, fasititasi, pemarrtauar,
evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis urnu.m,
inti, dan pilihan bagl jabatan administrasi penyelenggara urusan
pemerintaha_n konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan
pemerin tahar Umum;dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikar oleh Kepala
Bidalg Pengembangaa Sumber Daya Marusia sesuai dengan tugas
jabatannya.
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(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk
UPT.

(2) UPT sebagaimana dimalsud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UpI yang
berada di bawah dan berta-nggungiawab kepada Kepala Badan.

Bagiar Ketujuh
UPT

Pasal 31

Pasal 32

Bagian Kedelapar
Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Pejabat Fungsiona-l berkedudukar sebagai pelaksana teknis
fungsional pada BKPSDM.

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dal Fungsi
Serta Tata Keta UPT sebagaimana dimaksud datam Pasal 3l ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pejabat fungsional sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
peLaksanaal tugas Jabatan fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatar, dan aralisis beban keda
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), diatur sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimara dimalsudpada ayat (l), dilakukan sesuai ketentuan periturar perundang_
undangan.

pasal 34

.l1PIi: jy:c_:iTfl mempunyai qcaq da! tungsi sesuai dengantJaoaran frngs-ronal masing_masing berdasarkaa ketentuan peraturanperundarg-undangan.
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BAB TV

TATA KER.'A

Pasal 35

Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsiona_t dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkal ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yarg ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepata UPI dan Jabataa Fungsional dalam
melaksanaka-n tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen
yarg meliputi p€rencanaan, pengorgarisasia_n, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai denga:r bidang tugas
masing-masing.

Pasal 37

Pasal 38

Dalam mela-ksanakan tugas, Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinaror, Kepala UI,I dajl Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupurr
antar satuan orgalisasi dalam lingkungan Pemerintahaa Daerah serta
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidaag, Kepa.la Subbagian,
Subkoordinator dan Kepala UpT bertanggung jawab da.la-rn
memimpin, mengoordinasikan dan me mberikan bimbingan serta
petun-iuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawa_han masing_
masing.

(2) Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepata Subbagian,
Subkoordinator, dan Kepala UpI wajib men-gituti dan mematutri
petunluk-petunjuk dan bertarggung jawab pada atasal masing-
masing serta menyampaikal laporan tipat waktu.

(3) Dallm menyampaikal laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan dapat disampaikan kepada -satual 
organisasilain yang secara fungsiona.l memiunyai truUungan teria. 
--'
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BAB V

KEPEGAU/AIAN

Pasql 39

Jenjang jabatan dan kepargkatan serta kepegawaian diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BKPSDM, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagial, Subkoordinator, darr Kepala UpT
dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan
men]rusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahaa untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, darl
Sl:rbkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 41

(f) BKPSDM wajib men)rusun kebutuhan jumtah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan aralisis
beban kerja.

(2) Pen5msunan kebutuhar jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilal<i.rlarr ultukjangka walctu 5 (ltna) tahun yang diperinci per 1 (satul ta_hun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pada saat Peraturan Buoati ini _mulai berlaku, peraturan BUpatiPurworejo Nomor 74 Tairun 2021 t".t".t K"a";;;;,*Sr.",].r*organisasi, T\rsas dan Ftnssi 
.Serra fat" fE.:" S"J; K;pJgawaianDaerah t(abupaten purworet (Beri;. D;e;''iJifl',.."fiii.,,".r",1.Taiun 2021 Nomor 74 Seri d Nomor 2t l, ai""U..f aa"-Ji'riyat'ailrr tiaatberlaku.

BAII VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
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Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jarr:.Jai 2022

Agar setiap orang mengetaluinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 24 Scpt.rb.r 2a2l

I BU PURWORE TOI
l*

f, ecus

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal :'24 Scpt.Db.! 2a21

C SEKRETARIS DAERAH ATEN PURWORE.JO,

q sArD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORD'O
TAHUN 2a21 NOMOR lalSERI D NOMOR 4S
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BAGAI{ ORGAITISASI
BAI'AII I(EPEGAYAIAJT DAIf PEXGEUBAITGAIT AUUSER DAYA UAITUSIA
I(TBI'PATEIT PURWORE.'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR I'1 TAHUN2'21
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER^IA BADAN KEPEGAWA]AN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWORE.JO ,o

KEPALA BKPSDM

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBACIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN,
INFORMASI DAN PENILAIAN

KINER^IA APARATUR

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
MUTASI, PROMOSI DAN

PENGEMBANCAN
KOMPETENSI ASN

JABATAN
FUNGSIONAI

SEKREIARIAT

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
MANUSIA

JABATAN
FUNGSIONAL

UPT
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